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ABSTRACT 

Policy analysis has become an essential component in improving educational 

governance, ensuring that decisions are evidence-based, systematic, and aligned 

with societal needs. This article reviews various policy analysis models, their 

operational stages, and their practical implications in modern education 

management. Findings reveal that rational, incremental, and mixed scanning 

models provide distinct advantages depending on context, while the stages of policy 

analysis problem identification, formulation, implementation, and evaluation play a 

crucial role in guiding decision makers. The article concludes with recommendations 

for strengthening analytical capacity, integrating data-driven decision-making, and 

enhancing collaboration across stakeholders. 
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ABSTRAK 

Analisis kebijakan merupakan langkah penting dalam meningkatkan tata kelola 

pendidikan agar keputusan yang diambil bersifat sistematis, berbasis bukti, dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat. Artikel ini mengkaji berbagai model analisis 

kebijakan, tahapan operasionalnya, serta implikasinya dalam pengelolaan 

pendidikan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa model rasional, inkremental, 

hingga mixed scanning memiliki kekuatan yang berbeda sesuai konteks 

penggunaannya, sementara tahapan analisis seperti identifikasi masalah, 

perumusan, implementasi, dan evaluasi berperan penting dalam menghasilkan 

keputusan yang tepat. Artikel ini memberikan rekomendasi terkait penguatan 

kapasitas analitis, integrasi data, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. 

 

Kata Kunci: analisis kebijakan, manajemen pendidikan, model kebijakan, 

pengambilan keputusan. 
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A. Pendahuluan  
Analisis kebijakan merupakan 

proses sistematis untuk memahami, 
merumuskan, dan mengevaluasi 
kebijakan agar keputusan yang 
dihasilkan dapat menjawab persoalan 
publik secara efektif. Dalam konteks 
pendidikan, analisis kebijakan 
memiliki peranan strategis karena 
pendidikan merupakan sektor yang 
kompleks, melibatkan banyak aktor, 
dan membutuhkan keputusan yang 
tepat demi peningkatan kualitas 
layanan. 

Seiring perkembangan zaman, 
terutama pada era globalisasi dan 
digitalisasi, pengelolaan pendidikan 
membutuhkan pendekatan analitis 
yang lebih kuat. Keputusan yang 
diambil tidak lagi hanya berbasis 
intuisi, tetapi harus ditopang oleh data, 
model analisis yang terstruktur, dan 
kemampuan untuk memprediksi 
dampak dari setiap alternatif 
kebijakan. Oleh sebab itu, 
pemahaman mengenai model-model 
analisis kebijakan serta tahapannya 
menjadi penting bagi kepala sekolah, 
pengambil kebijakan daerah, maupun 
pemerintah pusat. 

Artikel ini bertujuan menjelaskan 
berbagai model analis kebijakan dan 
tahapan implementasinya serta 
memberikan gambaran bagaimana 
analisis tersebut diaplikasikan dalam 
konteks pengelolaan pendidikan 
modern. 

 
 

B. Metode Penelitian  
Artikel ini menggunakan 

pendekatan kajian pustaka (literature 
review) dengan menelaah buku-buku 
analisis kebijakan, regulasi 
pemerintah, dan jurnal ilmiah yang 
relevan. Referensi utama mencakup 
model analisis kebijakan menurut 
Dunn (2018), Lindblom (1959), dan 
Etzioni (1967). Kajian ini juga 

menggunakan pendekatan realist 
synthesis untuk melihat hubungan 
antara konteks kebijakan (context), 
mekanisme (mechanism), dan hasil 
(outcome). 

Literatur yang dianalisis 
mencakup teori kebijakan publik, 
model analisis, serta implementasinya 
dalam pengelolaan pendidikan di 
Indonesia. Pendekatan ini dipilih agar 
artikel memberikan gambaran 
komprehensif mengenai konsep dan 
praktik analisis kebijakan. 

 
 

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Model-Model Analisis Kebijakan 

Model analisis kebijakan 
merupakan kerangka yang membantu 
pengambil keputusan dalam 
memahami, merumuskan, dan 
mengevaluasi kebijakan secara lebih 
sistematis. Setiap model memiliki 
asumsi, pendekatan, serta kekuatan 
yang berbeda sehingga pemilihannya 
harus disesuaikan dengan konteks 
masalah. Dalam praktik pendidikan, 
model analisis kebijakan digunakan 
untuk merencanakan kurikulum, 
menyusun anggaran pendidikan, 
merancang program pembelajaran, 
hingga mengevaluasi efektivitas 
kebijakan. Keberagaman model ini 
memungkinkan pengambil keputusan 
memilih pendekatan yang paling tepat 
untuk menghasilkan kebijakan yang 
relevan dan berdampak luas. 
1. Model Rasional Komprehensif 

Model rasional komprehensif 
merupakan salah satu model yang 
paling dikenal dalam studi kebijakan. 
Model ini menekankan analisis yang 
menyeluruh, penggunaan data yang 
lengkap, serta evaluasi alternatif 
kebijakan secara mendalam. Dalam 
konteks pendidikan, model rasional 
sering digunakan dalam penyusunan 
rencana strategis sekolah, perumusan 
kurikulum nasional, atau evaluasi 
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kebijakan besar yang membutuhkan 
bukti kuat.  

Namun, model ini memiliki 
keterbatasan ketika sumber daya 
terbatas atau ketika keputusan harus 
diambil dalam waktu cepat. 
2. Model Inkremental 

Model inkremental menawarkan 
pendekatan yang lebih realistis dan 
sesuai dengan kondisi birokrasi 
pendidikan. Model ini memandang 
bahwa kebijakan biasanya berubah 
secara bertahap karena keterbatasan 
sumber daya, politik, dan kapasitas 
pelaksana.  

Pendekatan inkremental cocok 
untuk kebijakan sekolah yang bersifat 
pragmatis, seperti peningkatan sarana 
prasarana, revisi anggaran sekolah, 
atau pengembangan program 
pembelajaran secara bertahap. Meski 
demikian, model inkremental memiliki 
kelemahan karena tidak mampu 
menjawab masalah besar yang 
membutuhkan perubahan struktural. 
3. Model Mixed Scanning 

Model mixed scanning kemudian 
muncul sebagai alternatif yang 
menggabungkan kekuatan dari model 
rasional dan inkremental. Pada tingkat 
makro, pengambil kebijakan 
melakukan pemindaian luas untuk 
menentukan arah strategis jangka 
panjang.  

Selanjutnya, penerapan 
kebijakan dilakukan secara bertahap 
melalui langkah-langkah kecil yang 
realistis. Dalam konteks pendidikan, 
model ini cocok digunakan dalam 
implementasi Kurikulum Merdeka, 
reformasi asesmen nasional, atau 
digitalisasi pendidikan, yang 
membutuhkan visi besar namun 
pelaksanaan bertahap. 
4. Model Garbage Can Model 

Model lain yang juga relevan 
adalah garbage can model, yang 
menggambarkan bahwa keputusan 
terkadang dibuat secara tidak 

terencana, dipengaruhi oleh 
pertemuan acak antara masalah, 
aktor, solusi, dan momentum politik. 
Model ini sering muncul pada birokrasi 
pendidikan, misalnya ketika kebijakan 
tiba-tiba berubah karena tekanan 
politik atau situasi darurat.  
5. Model Advocacy Coalition 

Framework (ACF) 
Sementara itu, model Advocacy 

Coalition Framework (ACF) 
menekankan pentingnya koalisi aktor 
dalam proses perubahan kebijakan. 
Dalam pendidikan, koalisi guru, 
akademisi, dan organisasi masyarakat 
sering berperan mendorong 
perubahan kebijakan berbasis 
kepentingan dan nilai bersama. 

Melalui keanekaragaman model 
tersebut, terlihat bahwa kebijakan 
pendidikan tidak dapat dianalisis 
hanya dengan satu pendekatan. 
Tantangan pendidikan yang kompleks 
membutuhkan fleksibilitas dalam 
memilih model analisis kebijakan yang 
tepat. Pemahaman mendalam 
terhadap kelebihan dan kekurangan 
setiap model menjadi kunci untuk 
menghasilkan kebijakan yang lebih 
responsif, efektif, dan berkelanjutan. 

 
Tahapan Analisis Kebijakan 

Tahapan analisis kebijakan 
merupakan proses sistematis yang 
membantu pengambil keputusan 
memahami akar masalah serta 
merumuskan kebijakan yang tepat 
guna. Dalam dunia pendidikan, 
tahapan ini menjadi penting karena 
keputusan yang diambil berdampak 
langsung pada jutaan peserta didik, 
guru, dan sekolah. Tanpa analisis 
yang mendalam, kebijakan seringkali 
gagal menjawab persoalan inti dan 
hanya menyelesaikan gejala 
permukaan. Oleh karena itu, analisis 
kebijakan tidak boleh hanya berfokus 
pada hasil akhir, melainkan harus 
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menelusuri prosesnya secara 
menyeluruh. 
1. Identifikasi dan Perumusan 

Masalah 
Pada tahap ini, pengambil 

kebijakan harus melihat masalah 
secara objektif dan tidak terburu-buru 
mengambil kesimpulan. Misalnya, 
rendahnya capaian literasi siswa tidak 
hanya disebabkan oleh metode 
pembelajaran, melainkan juga faktor 
ketersediaan buku, lingkungan 
keluarga, budaya membaca, dan 
kualitas pelatihan guru. Identifikasi 
yang salah dapat menyebabkan 
kebijakan yang diambil tidak efektif 
dan bahkan memperburuk situasi.  

Oleh karena itu, pengumpulan 
data, analisis mendalam, dan 
klarifikasi masalah sangat diperlukan. 
2. Penyusunan Alternatif Kebijakan 

Pada tahap ini, pengambil 
kebijakan harus menyiapkan berbagai 
opsi solusi yang memungkinkan, 
bukan hanya satu opsi. Alternatif 
kebijakan dapat berupa perubahan 
regulasi, peningkatan pelatihan guru, 
pengadaan fasilitas, atau kolaborasi 
dengan pihak luar.  

Dalam konteks pendidikan, 
penting untuk mempertimbangkan 
berbagai kemungkinan karena setiap 
sekolah memiliki kondisi dan 
kebutuhan yang berbeda. Fleksibilitas 
dan keberagaman pilihan menjadi 
kunci dalam menentukan solusi 
terbaik. 
3. Analisis Dampak dan Pemilihan 

Alternatif 
Pada tahap ini, pengambil 

kebijakan mengevaluasi setiap 
alternatif berdasarkan aspek biaya, 
manfaat, risiko, dan kelayakan 
implementasi. Berbagai teknik analisis 
seperti cost-benefit analysis, 
stakeholder analysis, dan risk 
assessment digunakan untuk menilai 
efektivitas alternatif yang disusun. 
Dalam konteks pendidikan, pemilihan 

alternatif tidak hanya berdasarkan 
aspek teknis, tetapi juga aspek sosial, 
budaya, dan politik, sehingga 
prosesnya harus komprehensif dan 
transparan. 
4. Tahap Implementasi 

Pada tahap inilah kebijakan 
diterjemahkan ke dalam program, 
pedoman, dan tindakan nyata di 
lapangan. Keberhasilan implementasi 
sangat dipengaruhi oleh kapasitas 
kepala sekolah, guru, serta dukungan 
masyarakat dan pemerintah daerah.  

Banyak kebijakan pendidikan 
gagal bukan karena kebijakan itu 
buruk, tetapi karena pelaksanaannya 
tidak sesuai dengan perencanaan. 
Oleh karena itu, koordinasi, 
monitoring, dan dukungan sumber 
daya sangat penting pada tahap ini. 
5. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi dilakukan untuk 
mengetahui apakah kebijakan 
berjalan sesuai tujuan, apakah 
terdapat dampak tidak terduga, dan 
apakah kebijakan perlu direvisi.  

Evaluasi menjadi alat untuk 
memastikan efektivitas kebijakan 
serta sebagai dasar peningkatan 
kebijakan berikutnya. Tanpa evaluasi, 
kebijakan rentan stagnan dan tidak 
mampu beradaptasi dengan 
perubahan kebutuhan masyarakat. 

Dengan melalui tahapan analisis 
kebijakan secara sistematis, proses 
pengambilan keputusan di dunia 
pendidikan dapat menjadi lebih 
akurat, efektif, dan responsif terhadap 
tantangan yang berkembang. 

 
Implementasi Model Analisis 
Kebijakan dalam Pengelolaan 
Pendidikan 

Implementasi model analisis 

kebijakan dalam pengelolaan 

pendidikan memainkan peran penting 

untuk memastikan bahwa kebijakan 

tidak hanya berhenti pada dokumen, 
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tetapi dapat diterapkan secara efektif 

di lapangan. Dalam dunia pendidikan, 

implementasi sangat dipengaruhi oleh 

kesiapan sekolah, kualitas guru, 

akses sumber daya, dan dukungan 

pemerintah. Oleh karena itu, 

penggunaan model analisis kebijakan 

membantu sekolah merencanakan 

dan melaksanakan kebijakan 

berdasarkan data dan kebutuhan 

nyata peserta didik. Penerapan yang 

baik dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran serta efektivitas tata 

kelola pendidikan. 

Salah satu implementasi penting 

analisis kebijakan adalah penggunaan 

data dalam pengambilan keputusan. 

Sekolah kini memiliki akses terhadap 

berbagai platform seperti Dapodik, 

Rapor Pendidikan, Asesmen 

Nasional, dan Platform Merdeka 

Mengajar. Data dari berbagai platform 

tersebut menjadi dasar dalam 

menyusun kebijakan sekolah, 

menentukan prioritas, serta 

mengevaluasi program. Dengan 

menggunakan model analisis rasional, 

sekolah dapat memilih kebijakan 

terbaik berdasarkan perbandingan 

data capaian belajar siswa, tingkat 

literasi, numerasi, dan kondisi guru. 

Selanjutnya, perencanaan 

berbasis sekolah (school-based 

management) menunjukkan 

penerapan model inkremental dan 

mixed scanning. Model inkremental 

tampak dalam upaya peningkatan 

mutu yang dilakukan secara bertahap, 

misalnya perbaikan fasilitas kelas atau 

peningkatan pelatihan guru. 

Sementara itu, model mixed scanning 

digunakan dalam penyusunan visi 

jangka panjang sekolah melalui 

rencana strategis, disertai langkah-

langkah kecil dalam implementasinya. 

Model ini membuat sekolah lebih 

adaptif dalam menghadapi perubahan 

dan tantangan. 

Implementasi Kurikulum 

Merdeka merupakan contoh lain 

penerapan model analisis kebijakan. 

Kebijakan ini dirancang melalui 

pendekatan mixed scanning, yaitu 

melalui analisis visi jangka panjang 

dan pelaksanaan bertahap di sekolah-

sekolah. Implementasi Kurikulum 

Merdeka memerlukan analisis 

kebijakan yang mendalam, terutama 

dalam pembelajaran berdiferensiasi, 

asesmen formatif, dan projek P5. 

Guru sebagai pelaksana utama 

membutuhkan pemahaman kebijakan 

yang kuat agar dapat menerjemahkan 

prinsip-prinsip kurikulum ke dalam 

praktik pembelajaran yang efektif. 

Selain itu, penerapan analisis 

kebijakan terlihat pada evaluasi 

program-program sekolah seperti 

remedial, bimbingan belajar, 

ekstrakurikuler, dan pembinaan 

karakter. Evaluasi dilakukan dengan 

mempertimbangkan kesesuaian 

program terhadap kebutuhan siswa 

serta efektivitas dalam meningkatkan 

prestasi belajar. Pada tahap ini, model 

ACF berperan ketika berbagai pihak 

seperti guru, komite sekolah, orang 

tua, dan pemerintah daerah 

berkolaborasi untuk memutuskan arah 

kebijakan. 

Implementasi model analisis 

kebijakan dalam pendidikan juga 

membantu mengurangi kesenjangan 

antar sekolah. Sekolah yang memiliki 

sumber daya terbatas dapat 

melakukan analisis alternatif 
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kebijakan yang sesuai dengan 

kemampuan mereka tanpa harus 

meniru sepenuhnya kebijakan dari 

sekolah lain. Pendekatan ini 

mendorong keadilan dan relevansi 

kebijakan di berbagai konteks sosial 

dan geografis. 

Secara keseluruhan, 

implementasi model analisis kebijakan 

memungkinkan sekolah dan 

pemangku kepentingan pendidikan 

untuk membuat keputusan yang lebih 

tepat, efektif, dan berbasis bukti. Hal 

ini menjadi fondasi penting dalam 

mewujudkan pendidikan yang 

bermutu dan merata bagi semua 

peserta didik. 

 
Tantangan dalam Analisis 
Kebijakan Pendidikan 

Analisis kebijakan pendidikan 
tidak terlepas dari beragam tantangan 
yang menghambat proses 
pengambilan keputusan yang efektif. 
Salah satu tantangan terbesar adalah 
keterbatasan data yang akurat dan 
dapat diandalkan. Meskipun 
pemerintah telah menyediakan 
berbagai platform seperti Dapodik dan 
Rapor Pendidikan, tidak semua 
sekolah mampu mengisi data secara 
tepat waktu dan benar. Data yang 
tidak akurat akan berpengaruh pada 
proses analisis dan menghasilkan 
kebijakan yang tidak tepat sasaran. 
Padahal, analisis kebijakan 
membutuhkan data yang kuat sebagai 
dasar pengambilan keputusan. 

Selain masalah data, tantangan 
lain adalah rendahnya kapasitas 
analitis pada tingkat sekolah dan 
pemerintah daerah. Banyak kepala 
sekolah, pengawas, maupun staf 
dinas pendidikan belum sepenuhnya 
menguasai teknik analisis kebijakan 
seperti analisis masalah, perumusan 
alternatif, atau evaluasi program. 

Kondisi ini menyebabkan kebijakan 
sering dibuat berdasarkan intuisi atau 
praktik sebelumnya tanpa kajian 
mendalam. Pelatihan dan 
peningkatan kompetensi dalam 
analisis kebijakan menjadi kebutuhan 
penting di berbagai wilayah. 

Hambatan berikutnya adalah 
kompleksitas birokrasi yang 
memengaruhi implementasi kebijakan 
pendidikan. Birokrasi yang berbelit-
belit membuat rekomendasi hasil 
analisis kebijakan sering terhambat 
atau terlambat diimplementasikan. Di 
beberapa daerah, kebijakan yang 
sudah dianalisis dengan baik gagal 
diterapkan karena tidak sejalan 
dengan agenda politik lokal atau 
karena proses penganggaran yang 
sulit. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan analisis kebijakan harus 
disertai pemahaman terhadap 
dinamika birokrasi dan politik 
pendidikan. 

Tekanan politik juga menjadi 
tantangan yang cukup signifikan. 
Kebijakan pendidikan sering 
dipengaruhi oleh kepentingan politis, 
baik dari pemerintah maupun 
kelompok tertentu. Misalnya, 
perubahan kurikulum atau rekrutmen 
guru terkadang dilakukan bukan 
berdasarkan analisis kebutuhan, 
tetapi lebih karena kepentingan politik 
yang dominan. Situasi ini membuat 
analisis kebijakan menjadi kurang 
objektif dan rentan bias, sehingga 
kebijakan yang dihasilkan tidak 
maksimal dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan. 

Selain itu, ketidakmerataan 
infrastruktur dan sumber daya turut 
memperbesar tantangan analisis 
kebijakan. Sekolah di perkotaan 
mungkin mampu menerapkan 
kebijakan berbasis teknologi, tetapi 
sekolah di daerah terpencil 
menghadapi keterbatasan akses 
internet, listrik, dan tenaga ahli. 
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Ketimpangan sumber daya membuat 
kebijakan nasional sulit 
diimplementasikan secara merata. 
Analisis kebijakan yang baik harus 
mempertimbangkan disparitas 
tersebut agar kebijakan yang 
dihasilkan tidak bersifat "satu ukuran 
untuk semua". 

Tantangan lainnya adalah 
rendahnya partisipasi masyarakat 
dalam proses analisis kebijakan. 
Padahal, keterlibatan orang tua, 
komite sekolah, dan tokoh masyarakat 
sangat penting untuk mendapatkan 
gambaran kondisi nyata di lapangan. 
Minimnya partisipasi menyebabkan 
analisis kebijakan hanya dilakukan 
dari perspektif pemerintah atau 
sekolah, sehingga kurang 
mencerminkan kebutuhan komunitas. 

Dengan memahami tantangan-
tantangan tersebut, analisis kebijakan 
pendidikan dapat dilakukan dengan 
strategi yang lebih tepat dan 
komprehensif. Pemecahan setiap 
hambatan akan membawa kebijakan 
pendidikan menjadi lebih efektif, 
berkelanjutan, dan mampu 
meningkatkan kualitas pembelajaran 
secara menyeluruh. 

 
Arah Pengembangan Analisis 
Kebijakan ke Depan 

Arah pengembangan analisis 
kebijakan pendidikan menunjukkan 
bahwa kapasitas analitis harus terus 
diperkuat untuk menjawab tantangan 
zaman. Era digital, globalisasi, dan 
perkembangan pedagogi menuntut 
sistem pendidikan yang responsif dan 
adaptif. Oleh karena itu, analisis 
kebijakan masa depan harus 
menekankan pendekatan berbasis 
data, pemanfaatan teknologi, serta 
kolaborasi lintas sektor. Penguatan 
kapasitas analisis pada tingkat 
sekolah dan pemerintah daerah 
menjadi prioritas untuk menghasilkan 

kebijakan yang lebih tepat dan 
relevan. 

Salah satu arah pengembangan 
penting adalah peningkatan 
penggunaan big data dan artificial 
intelligence (AI) dalam proses analisis 
kebijakan. Teknologi ini 
memungkinkan pengambil kebijakan 
memprediksi tren pendidikan, 
menganalisis pola capaian belajar 
siswa, dan merancang kebijakan yang 
lebih terukur. Penggunaan AI dalam 
analisis kebijakan dapat membantu 
mengidentifikasi masalah lebih cepat 
dan memberikan rekomendasi yang 
lebih akurat. Hal ini sangat relevan 
dalam evaluasi Kurikulum Merdeka, 
asesmen nasional, dan 
pengembangan sistem pembelajaran 
adaptif. 

Pengembangan analisis 
kebijakan juga mengarah pada 
kolaborasi yang lebih erat antara 
sekolah, pemerintah, organisasi 
masyarakat, dan dunia industri. 
Kolaborasi ini memungkinkan 
pengambilan keputusan yang lebih 
komprehensif dan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Misalnya, 
kolaborasi dengan industri teknologi 
dapat membantu pengembangan 
platform digital pembelajaran, 
sementara kerja sama dengan 
universitas membantu menyediakan 
riset dan rekomendasi kebijakan yang 
berkualitas. 

Selain itu, pengembangan 
kebijakan masa depan menuntut 
pendekatan yang lebih humanis dan 
berpusat pada siswa. Analisis 
kebijakan tidak hanya melihat aspek 
administratif, tetapi juga aspek sosial 
emosional, perkembangan karakter, 
serta kesejahteraan mental peserta 
didik. Kebijakan yang berorientasi 
pada siswa membutuhkan analisis 
mendalam terhadap kebutuhan 
mereka serta strategi pembelajaran 
yang adaptif dan inklusif. 
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Penguatan evaluasi kebijakan 
secara berkelanjutan menjadi arah 
penting lainnya. Evaluasi tidak dapat 
dilakukan hanya pada akhir program, 
tetapi harus terintegrasi dalam setiap 
tahap implementasi. Pendekatan 
evaluasi formatif dan sumatif yang 
berbasis data membantu memastikan 
bahwa kebijakan selalu relevan dan 
dapat diperbaiki secara cepat. 
Evaluasi juga menjadi alat untuk 
mengukur efektivitas program dan 
menentukan apakah kebijakan perlu 
dilanjutkan, dimodifikasi, atau 
dihentikan. 

Arah pengembangan analisis 
kebijakan juga menekankan 
pentingnya pemerataan akses 
pendidikan. Kebijakan masa depan 
harus mampu menjawab kesenjangan 
antar wilayah, terutama pada aspek 
teknologi, kualitas guru, dan sarana 
prasarana. Analisis kebijakan yang 
berbasis kesetaraan akan membantu 
membuat keputusan yang lebih adil 
dan inklusif. 

Dengan mengarah pada 
penguatan data, teknologi, kolaborasi, 
humanisasi pembelajaran, dan 
pemerataan akses, analisis kebijakan 
pendidikan memiliki potensi besar 
untuk meningkatkan mutu pendidikan 
secara keseluruhan. Keberhasilan 
arah kebijakan ini sangat ditentukan 
oleh komitmen semua pemangku 
kepentingan dalam pendidikan. 
 
 
D. Kesimpulan 

Analisis kebijakan merupakan 
fondasi penting dalam mewujudkan 
tata kelola pendidikan yang efektif, 
adaptif, dan berkelanjutan. Berbagai 
model analisis kebijakan seperti 
model rasional komprehensif, 
inkremental, mixed scanning, garbage 
can, dan Advocacy Coalition 
Framework (ACF) menyediakan 
kerangka berpikir yang beragam untuk 

memahami dan merespons 
permasalahan pendidikan. Setiap 
model memiliki karakteristik dan 
kekuatan tersendiri, sehingga 
penggunaannya harus disesuaikan 
dengan konteks, sumber daya, dan 
urgensi masalah pendidikan yang 
dihadapi. Keanekaragaman model 
tersebut menunjukkan bahwa tidak 
ada satu pendekatan universal yang 
dapat menyelesaikan seluruh 
persoalan pendidikan, melainkan 
diperlukan fleksibilitas dan integrasi 
antar model. 

Tahapan analisis kebijakan—
mulai dari identifikasi masalah, 
penyusunan alternatif kebijakan, 
analisis dampak, implementasi, 
hingga evaluasi—berperan penting 
dalam menghasilkan kebijakan yang 
sistematis, berbasis bukti, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Tanpa 
melalui tahapan tersebut secara tepat, 
kebijakan pendidikan berisiko tidak 
efektif, tidak relevan, atau hanya 
menyelesaikan gejala sementara 
tanpa menyentuh akar masalah. 
Tahapan ini menjadi pegangan 
penting bagi pemerintah, sekolah, dan 
pemangku kepentingan dalam 
merancang kebijakan yang benar-
benar menjawab kebutuhan peserta 
didik dan masyarakat. 

Implementasi model analisis 
kebijakan dalam pengelolaan 
pendidikan terlihat dalam praktik 
perencanaan berbasis data, 
pelaksanaan Kurikulum Merdeka, 
evaluasi program sekolah, serta 
pemanfaatan platform digital seperti 
Rapor Pendidikan dan Dapodik. 
Penggunaan analisis kebijakan 
membantu sekolah untuk lebih terarah 
dalam mengambil keputusan, 
menentukan prioritas, dan 
meningkatkan efektivitas program 
pembelajaran. Dengan analisis 
kebijakan yang tepat, sekolah dapat 
beradaptasi terhadap tantangan baru 
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dan meningkatkan mutu pendidikan 
secara lebih konsisten. 

Meskipun demikian, proses 
analisis kebijakan pendidikan masih 
menghadapi berbagai tantangan, 
seperti keterbatasan data yang akurat, 
rendahnya kapasitas analitis di tingkat 
sekolah dan daerah, hambatan 
birokrasi, tekanan politik, serta 
ketimpangan akses teknologi dan 
sumber daya. Tantangan-tantangan 
ini dapat mengurangi efektivitas 
kebijakan jika tidak segera diatasi. 
Oleh karena itu, penguatan kapasitas 
sumber daya manusia, peningkatan 
kualitas data, serta pengurangan 
hambatan birokrasi menjadi 
kebutuhan mendesak untuk 
mendorong keberhasilan analisis 
kebijakan. 

Ke depan, arah pengembangan 
analisis kebijakan pendidikan 
mengarah pada penggunaan 
teknologi big data dan artificial 
intelligence, peningkatan kolaborasi 
lintas sektor, pendekatan 
pembelajaran yang lebih humanis dan 
berpusat pada siswa, serta evaluasi 
kebijakan yang berkelanjutan. 
Pendekatan ini bertujuan menciptakan 
sistem pendidikan yang lebih 
responsif terhadap perubahan, lebih 
adaptif terhadap kebutuhan peserta 
didik, serta lebih adil bagi seluruh 
wilayah dan kelompok masyarakat. 

Secara keseluruhan, 
keberhasilan pengelolaan pendidikan 
sangat bergantung pada kemampuan 
melakukan analisis kebijakan secara 
tepat, komprehensif, dan 
berkelanjutan. Ketika analisis 
kebijakan dilakukan dengan baik dan 
didukung oleh sinergi antar semua 
pemangku kepentingan—pemerintah, 
sekolah, guru, orang tua, dan 
masyarakat—maka kualitas 
pendidikan Indonesia dapat terus 
ditingkatkan, lebih relevan dengan 
tuntutan zaman, dan mampu 

menghasilkan generasi yang 
kompeten, berkarakter, serta siap 
menghadapi masa depan. 
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